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ABSTRAK

Suci Ramadhini : Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor Setelah Diberlakukannya
Penghapusan Denda Administrasi Pada
UPTD Samsat Lubuk Basung.

Pembimbing : Whyosi Septrizola, S.E, M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor setelah diberlakukannya penghapusan denda
adminstrasi pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik
penggumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan
dokumentasi,

Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
yang berhubungan penghapusan denda adminstrasi pada UPTD
SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam tahun 2020-2022. Sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan
data sekunder.

Beradasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor dengan diadakannya program penghapusan
denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (pemutihan) sudah
menunjukan bahwa tingkat penerimaanya yang sudah baik, ditandai
dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melebihi
target yang telah ditetapkan, walaupun persentasenya naik turun di
setiap tahunnya.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting,
yang mendukung program pembangunan dan berasal dari dalam negeri.
Dengan ini, pajak sangat menentukan kemampuan APBN untuk membiayai
pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran pembiayaan sehari-hari.
Pemerintah daerah harus menggunakan dana yang dimilikinya seefisien
mungkin agar bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya seluruh lapisan
masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagai sarana
pembangunan daerah, maka pemerintah daerah harus mampu mengenali
potensi yang dimiliki dan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki.
Persoalan pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah terutama terfokus pada
persoalan penerimaan fiskal daerah dari berbagai sumber. Hal ini berarti bahwa
pendapatan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam menjalankan
otonomi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak yang sangat
berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena
itu, sangat diperlukan bagaimana cara dalam peningkatan penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan
pemungutannya, maka pembayaran pajak dilakukan di kantor SAMSAT
(Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Kantor ini melibatkan tiga

instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah



Republik Indonesia, dan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya
melalui Pajak Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu
meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Namun rendahnya
tingkat kepatuhan Wajib Pajak diakibatkan karena belum optimalnya
penerapan peraturan dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban
perpajakan. Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017), “Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor sangat erat kaitannya dengan penerimaan pajak
karena ketika kepatuhan Wajib Pajak meningkat, maka secara tidak langsung
juga meningkatkan penerimaan departemen pajak.”

Selain itu, upaya pemerintah daerah untuk menarik Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor dengan memberikan keringanan Pajak Daerah
(pemutihan), sehingga dengan kebijakan pemutihan yang dilakukan, maka
masyarakat lebih bersedia membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan
meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, yang
tentunya berimplikasi pada peningkatan pendapatan pemerintah daerah
karena semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor, maka semakin tinggi
penerimaan pajak yang dapat diharapkan pemerintah daerah. Namun
peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor belum sejalan dengan
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor.

Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan

bermotor pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam:



Table 1.Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) pada Tahun 2020-2022 di Lubuk Basung Kabupaten Agam

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
2020 Rp. 14.498.163.000 | Rp. 15.845.817.250 109,30 %
2021 Rp. 15.851.633.000 | Rp. 16.857.501.700 106,35 %
2022 Rp. 18.001.296.000 | Rp. 19.030.088.100 107,41 %

Sumber: UPTD Samsat Lubuk Basung Kabupaten Agam, Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak sejak tahun
2020-2022 selalu melebihi target dengan realisasi yang selalu meningkat setiap
tahunnya, dengan persentase pada tahun 2020, yaitu 109,30%. Pada tahun 2021
mengalami penurunan persentase ke 106,35% dan pada tahun 2022 mengalami
kenaikan persentase ke 107,41%. Hal itu terkait dengan strategi kantor
SAMSAT untuk selalu meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) di UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Namun tercapainya target realisasi penerimaan pajak kendaraan
bermotor (PKB) di UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam dapat
dilihat dari tabel berikut meningkatnya jumlah kendaraan yang belum daftar
ulang jatuh tempo pada setiap tahunnya. Berikut ini adalah jumlah data
kendaraan bermotor yang belum daftar ulang pada UPTD SAMSAT Lubuk
Basung Kabupaten Agam:

Table 2. Jumlah Data Kendaraan Bermotor (PKB) Belum Daftar Ulang
pada Tahun 2020-2022 di Lubuk Basung Kabupaten Agam

Tahun Kendaraan Bermotor (unit)
2020 4.446
2021 4.191
2022 5.670

Sumber: UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam, tahun 2023.



Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat fenomena yang terjadi bahwa
suatu instansi tidak selalu berjalan dengan baik dalam pelaksanaan
kegiatannya, begitu juga yang terjadi di kantor UPTD SAMSAT Lubuk Basung
Kabupaten Agam dengan jumlah data kendaraan bermotor yang belum daftar
ulang meningkat dari tahun ke tahunnya, dengan jumlah kendaraan bermotor
yang belum daftar ulang pada tahun 2020, yaitu 4.446, pada tahun 2021
mengalami penurunan menjadi 4.191 dan pada tahun 2022 mengalami

kenaikan menjadi 5.670 unit.

Table 3. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada
Tahun 2020-2022 di Lubuk Basung Kabupaten Agam

Tahun Jumlah Tunggakan
2020 Rp. 4.849.616.850,-
2021 Rp. 3.702.387.100,-
2022 Rp. 3.403.430.500,-

Sumber: UPTD SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam, 2023.

Berdasarkan table 3 di atas dapat dilihat jumlah tunggakan pajak yang
cukup tinggi mencapai angka Milyaran Rupiah. Dengan demikian, maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat fenomena terdapat naiknya objek tunggakan pajak,
sehingga pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat melalui
program pemutihan dan melihat bagaimana penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor setelah diberlakukannya program pemutihan Pajak Kendaraan
Bermotor. Melalui kebijakan pemerintah, yaitu dengan membuat program
pemutihan pajak yang dilakukan agar para Wajib Pajak kembali membayar
tagihan pajak kendaraan miliknya. Pemberian keringanan insentif pajak ini

dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan mengurangi



banyaknya penunggakan pajak yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan penelitian lebih
lanjut mengenai: “Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Setelah Diberlakukannya Penghapusan Denda Administrasi pada UPTD
SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor setelah pemberlakuan penghapusan denda administrasi di UPTD
SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah ntuk
mengetahui bagaimana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah
diberlakukannya penghapusan denda administrasi pada UPTD SAMSAT

Lubuk Basung Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Peneliti ini diharapkan Tugas Akhir ini dapat menambah
wawasan dan pengetahuan mengenai penghapusan denda administrasi
Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD SAMSAT Lubuk Basung

Kabupaten Agam.

2. Manfaat Praktis



a. Bagi Akademik
Dapat menjadikan referensi untuk peneliti berikutnya yang
ingin mengkaji ulang terkait permasalahan bagi peneliti selanjutnya di
masa yang akan datang.
b. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi
membayar pajak.
c. Bagi SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam
Diharapkan dapat menjadikan evaluasi serta panduan untuk
Samsat Lubuk Basung Kabupaten Agam dalam upaya penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor setelah diberlakukannya penghapusan
denda administrasi.
d. Bagi Penulis
Untuk memperluas wawasan dalam menerapkan ilmu yang
telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan berguna untuk salah satu
syarat terkait menyelesaikan studi dan memperoleh gelar A.Md di
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Negeri Padang.



